BUPATI BENGKAYANG

SALINAN ‘
PERATURAN BUPATI BENGKAYAN
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGIAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang : i,

Mengingat : 1.

TAHUN ANGGARAN 2009

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" BUPATI BENGKAYANG, '

bahwa untuk melaksanakan Pasal 232 ayat (1) dan ayat (2), dan
Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Bengkayang tentang Sistem Akuntansi dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009,

bahwa berdasarkan pertiimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkayang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negai’a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); | .

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );



Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 165,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Nagara Republik Indonesia Nomor 41614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupalen

Bengkayang;

17.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG SISTEM AKUNTANSI
DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2009.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturain ini yang dimaksud dengan:
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah
Kabupaten Bengkayang. '
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, éelanjutnya disingkat APBD
adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang yang dibahas dan disetujul bersama oleh pemerintah daerah
kabupaten Bengkayang dan DPRD Kabupaten Bengkayang terdiri dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, dan di tetapkan dengan peraturan
daerah Kabupaten Bengkayang.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah kekayaan bersih. '

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang kekayaan bersih.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
dacerah pada bank yang ditetapkan., i

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagal dasar pelaksanaan perubahan anggaan oleh
pengguna anggaran.

Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala daerah
dalam hal ini Bupati Bengkayang yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Bengkayang. i

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satua Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Bengkayang yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD dalam hal ini
adalah kepala BPKD Kabupaten Bengkayang yang mempunvai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
Kabupaten Bengkayang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara
umum daerah. :
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Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk meiaksanakan sebagaian tugas
BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsa tata usaha keuangan pada
SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanJutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. "
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditujuk untuk
menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD dan dibantu oleh pembantu bendahara
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditujuk untuk
menerima, menyimpan, membayar, rnenatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan dibantu oleh pembantu
bendahara sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima,
menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat dengan
Keputusan Kepala Daerah untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan
bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui atasan langsungnya.
Pegawai Honor adalah Pegawai Daerah yang diangkat dengan Keputusan
Kepala Daerah dan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta berlaku pada waktu tertentu yaitu untuk satu tahun.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegaitan sebagal
dasar penerbitan SPP.

Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendaharawan pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

SPP Uang Persedian yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Gantl Uang Persedlaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk menerbit SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
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Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan. » #
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk pénerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
kepada plhak ketiga.
Surat Perintah Pencalran Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD/kuasa BUD berdasarkan SPM.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa
yang dibiayai oleh APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun
oleh Penyedia Barang/Jasa.
Tambahan Penghasilan PNS adalah tambahan yang diberikan berdasarkan
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi serta
berdasarkan prestasi kerja dalam rangka meningkatkan gairah kerja.
Honor/honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan
tugas tertentu dan atau jabatan yang bersifat bukan gaji tetap.
Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya
penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta
dilakukan diluar jam kerja.
Sidang adalah suatu kegiatan atau pertemuan yang dilakukan Pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna membahas materi berupa
Peraturan Daerah untuk mencapai suatu keputusan.
Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ketempat
tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan kegiatan baik ke dalam
maupun ke luar daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia atas
perintah pejabat yang berwenang.
Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut DIKLAT, adalah proses penyelengggaraan belajar mengajar dalam
rangka meningkatkan kemampuan (pengetahuan, ketrampilan dan sikap)
Pegawal Negeri Sipil.
BAB 11
AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus di setor ke rekening kas
umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
untuk setiap pengeluaran belanja.



(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dapat dilakukan jika
dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf (f) di tetapkan
sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip ekonomis, efektif, efisien
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SISTEM AKUNTANSI DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGIAWABAN APBD

Pasal 3

(1) Pemerintah  Daerah menyusun Sistem  Akuntansi pemerintah daerah yang
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ).

(2) Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
Anggaran 2009 merupakan Pedoman Pengelolaan Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009. .

Pasal 4

Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009
sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai peraturannya
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(4) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan. Agar semua orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Mei 2009

BUPATI BENGKAYANG
TTD

JACOBUS LUNA

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Bengkayang

Drs. KRISTIANUS ANYI
Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010




